






2.1. Penelitian Terdahulu 
Erisfiana et al. (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh 
Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem 
Samsat Drive Thru dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membayar 
Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Lombok Timur. Penentuan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dan diperoleh sampel 
sebanyak 100 orang dan sampel ditentukan dengan teknik simple random 
sampling. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan kuesioner. Data 
yang berhasil dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis regresi 
linear berganda dengan bantuan perangkat lunak komputer SPSS. Hasil dari 
penelitian ini adalah (1) Variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib 
Pajak, dan Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan membayar pajak. (2) Variabel Lingkungan Sosial dan 
Kualitas Layanan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan 
membayar pajak. 
Saputri & Anisa (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran 
Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor 
Samsat Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak 




pengambilan sampeldiukur dengan rumus slovin. Data diperoleh melalui 
kuesioner dan observasi langsung. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 
versi 22. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Variabel Sanksi Pajak dan Sistem 
Samsat Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (2) Variabel 
Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh prositif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  
Puteri et al. (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Sanksi 
Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bemotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota 
Padang). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak kendaraan 
bermotor yang kendaraannya terdaftar di kantor SAMSAT Kota Padang dan 
sampel diukur menggunakan rumus slovin. Data dikumpulkan dengan cara 
kuesioner dan diukur menggunakan skala likert. Data yang telah dikumpulkan 
dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan 
program SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Variabel Sanksi 
Administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. (2) Variabel Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) 
Variabel Samsat Drive Thru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 




Virgiawati et al. (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh 
Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan 
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi 
Pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan). Populasi pada penelitian ini 
yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Jakarta 
Selatan dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik incidental sampling 
kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau mengurus surat 
menyurat yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 
Jakarta Selatan. Data diperoleh dari teknik kuesioner terstruktur dan diukur 
menggunakan skala likert. Data yang telah dikumpulkan dianalisis 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 
versi 25. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Variabel Pengetahuan Wajib Pajak 
& Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (2) Variabel Sanksi Pajak 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan 
bermotor. 
Wardani & Asis (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh 
Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dam Program Samsat 
Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor yang 
membayar pajak kendaraan melalui Samsat Corner Galeria Mall Yogyakarta 
dan pengambilan sampel menggunakan teknik Accidental Sampling. Data yang 




dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan 
Program Samsat Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. (2) Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  
 
2.2. Landasan Teori 
2.2.1. Teori Atribusi 
Teori Atribusi (Attribution Theory) dikemukakan oleh Bernard 
Weiner dan Fritz Heider. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang 
menyimpulkan mengenai faktor penyebab dari tingkah laku diri sendiri 
ataupun orang lain. Menurut Robbins & Judge (2008) terdapat dua 
penyebab dari tingkah laku seseorang, yaitu :  
a. Penyebab internal : penyebab tingkah laku yang dipengaruhi 
oleh diri sendiri. 
b. Penyebab eksternal : penyebab tingkah laku yang dipengaruhi 
oleh hal-hal dari luar diri sendiri atau karena situasi yang 
mengharuskan seseorang berperilaku seperti itu. 
Berdasarkan penjelasan dari teori atribusi diatas, dalam penelitian ini 
faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak kendaraan bermotor adalah pengetahuan pajak, hal 
tersebut dikarenakan apabila seorang wajib pajak memiliki dasar 




dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan faktor 
eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memabayar 
pajak kendaraan bermotor adalah sanksi pajak dan sistem samsat drive 
thru, hal tersebut dikarenakan tingkah laku seseorang tersebut 
dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang ada.    
2.2.2.  Pajak 
Menurut Soemitro dalam Gade (2005), pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung 
dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum 
Menurut Adriani dalam Gade (2005), pajak adalah iuran kepada 
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara 
menyelenggarakan pemerintahan.  
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 
1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan 




Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak 
merupakan kontribusi wajib rakyat kepada kas negara yang telah diatur 
oleh Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.  
2.2.3.  Pajak Daerah 
Menurut Sugianto (2008), Pajak daerah adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang, dalam dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan 
yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan 
pembangunan daerah.  
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 
Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 11 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur, pajak daerah adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada 
daerah yang tertutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan keperluan pembiayaan 
Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak 
daerah merupakan kontribusi wajib rakyat kepada kas daerah yang telah 
diatur oleh peraturan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung. Pajak Daerah Kalimantan Timur sendiri terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 




c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), 
d. Pajak Air Permukaan (PAP), dan 
e. Pajak Rokok.  
2.2.4.  Pajak Kendaraan Bermotor 
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 
Tahun 2008 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, kendaraan bermotor 
adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakaan 
disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa 
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 
yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
bergerak.  
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut 
berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek 
dari pajak kendaraan bermotor sendiri adalah kepemilikan atas kendaraan 
bermotor yang telah terdaftar di suatu daerah. Sedangkan, subjek dari 
pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi maupun badan dan 
instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor. Masa pajak 
untuk Pajak Kendaran Bermotor yaitu selama 12 (dua belas) bulan 
terhitung sejak didaftarkannya kendaraan bermotor. Beberapa kendaraan 
bermotor yang dapat dikecualikan sebagai objek pajak kendaraan 
bermotor, yaitu: 




b. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk 
pertahanan dan keamanan negara 
c. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel dan/atau 
dibekukan oleh Negara 
d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, 
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 
lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 
pembebasan pajak dari pemerintah 
e. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air 
Penetapan besar nominal pajak kendaraan bermotor dihitung  dengan 
mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak (dasar pengenaan 
x tarif pajak). Dasar pengenaan pajak dapat dilihat dalam tabel yang telah 
ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri. Adapun tarif pajak yang ditetapkan Pemerintah 
Daerah yaitu: 
a. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kepemilikan 
pertama Kendaraan Bermotor Pribadi, 
b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor umum, 
c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulance, pemadan 
kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 
Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah, 
d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat 




e. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya akan 
dikenakan tarif progresif paling sedikit 2,25% dan paling tinggi 
3,25%  
2.2.5.  Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan Pajak menurut Nurmantu (2005) yaitu suatu keadaan 
dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh terhadap 
ketentuan perpajakan apabila (Wardani & Rumiyatun, 2017) : 
a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
b. Membayar pajak dengan tepat waktu 
c. Memenuhi seluruh persyaratan dalam membayar pajak 
d. Mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak 
Dalam bukunya Nurmantu (2005) menjelaskan terdapat dua jenis 
kepatuhan, yaitu: 
a. Kepatuhan secara administratif (Kepatuhan Formal) 
Keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban 
perpajakannya secara formal atau sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Perpajakan, seperti syarat pelaporan serta waktu 
penyampaian dan pembayaran pajak   
b. Kepatuhan secara teknis (Kepatuhan Material) 
Keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua material perpajakan 
sesuai dengan isi Undang-Undang Perpajakan, seperti menghitung 




2.2.6.  Sanksi Pajak 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa 
sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk 
memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-
Undang. Menurut Mardiasmo (2012) dalam buku Hidayat (2015), sanksi 
perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan 
(norma perpajakan) akan dipatuhi. Sehingga apabila dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya wajib pajak tidak patuh, maka wajib pajak akan 
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) 
jenis sanksi yaitu sanksi administrasi (sanksi berupa denda, bunga dan 
kenaikan) dan sanksi pidana (sanksi perupa kurungan penjara untuk 
memberikan efek jera kepada wajib pajak). 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 
21 Tahun 2008 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam tata cara 
pembayaran dan penagihan pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak yang 
dikenakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yaitu sanksi 
administrasi berupa kenaikan dan bunga. Besarnya sanksi administrasi 
yang dikenakan kepada wajib pajak apabila: 
a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pendaftaran dan Pendataan 
Kendaraan Bermotor (SPPKB) maka akan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) 




dari pajak yang terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan.    
b. Wajib Pajak terlambat dalam menyampaikan dan membayar pajak 
kendaraan bermotornya maka akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan 
keterlambatan. 
2.2.7.  Pengetahuan Pajak 
Menurut Tene et al. (2017) pengetahuan dan pemahaman mengenai 
peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak 
mengetahui mengenai perpajakan dan cara mengaplikasikan 
pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan membayar pajak. 
pengetahuan wajib pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan 
tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Kowel et al., 2019) 
Untuk meningkatkan pengetahuan pajak yang dimiliki, wajib pajak 
dapat menempuh pendidikan secara formal (sekolah) maupun non formal 
(kursus atau organisasi). Peningkatan pengetahuan pajak ini memiliki 
dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin banyak 
pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat 
kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan wajib pajak akan tepat waktu 
dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.    
2.2.8.  Sistem Samsat Drive Thru 
Menurut Rohemah (2013) dalam Puteri et al. (2019) Samsat Drive 




Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan 
Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang disediakan oleh Samsat dimana 
transaksi yang dilakukan tidak mengharuskan wajib pajak untuk turun 
dari kendaraannya. Layanan Samsat Drive Thru ini dibuat untuk 
memudahkan para wajib pajak yang memiliki mobilitas tinggi karena 
waktu yang diperlukan untuk mengantre dan membayar pajak relatif 
cukup sebentar tidak seperti di Samsat Induk. 
Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak hanya perlu 
mengantre dengan kendaraannya. Setelah mencapai loket, wajib pajak 
dapat menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lama dan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli, lalu petugas akan menghitung PKB 
yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak 
membayar sesuai dengan nominal yang telah disebutkan oleh petugas 
dan STNK yang baru serta KTP akan dikembalikan kepada wajib pajak.      
 
2.3. Hipotesis 
2.3.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
Sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 
Mardiasmo (2012) dalam buku Hidayat (2015) menyatakan bahwa 
sanksi perpajakan adalah jaminan agar ketentuan peraturan perpajakan 




agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Semakin tegas 
sanksi yang diberikan akan membuat wajib pajak lebih berhati-hati 
apabila ingin melakukan pelanggaran, sehingga hal tersebut akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Saputri & Anisa (2020) dan Puteri et al. (2019) dimana penelitian 
tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor   
2.3.2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
dalam membayar pajak kendaraan bermotor 
Pengetahuan pajak merupakan penyebab internal yang 
memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor. Tene et al. (2017) menyatakan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib 
pajak mengetahui mengenai perpajakan dan cara mengaplikasikan 
pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan membayar pajak. Semakin 




kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan wajib pajak akan tepat waktu 
dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. 
   Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Erisfiana et al. (2020) dan Virgiawati et al. (2019) dimana penelitian 
tersebut menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 
kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor   
2.3.3. Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 
Sistem Samsat Drive Thru merupakan penyebab eksternal yang 
memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan 
bermotor. Menurut Rohemah (2013) dalam Puteri et al. (2019) Samsat 
Drive Thru adalah layanan pengesahan STNK serta pembayaran PKB 
dan SWDKLLJ yang disediakan oleh Samsat dimana transaksi yang 
dilakukan tidak mengharuskan wajib pajak untuk turun dari 
kendaraannya. Layanan Samsat Drive Thru ini dibuat untuk 
memudahkan para wajib pajak yang memiliki mobilitas tinggi karena 
waktu yang diperlukan cukup cepat. Karena kemudahan dan kecepatan 
ini, wajib pajak akan lebih patuh dan tepat waktu dalam membayarkan 




Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Erisfiana et al. (2020) dan Saputri & Anisa (2020) dimana penelitian 
tersebut menyatakan bahwa Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3: Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor   
 
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis 
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